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1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2. Sekretaris Direktorat Jendcral/ Inspcklorat Jendcral

3. Koordinator Kopertis

4. Kcpala Pusat

5. Kcpala Biro

di lingkungan Kementcrian Risct, Tcknologi dan Pcndidikan Tinggi

Bcrkcnaan dcngan maraknya aktiviias politik tcikait dengan pelaksanaan Pemilihan Kcpala Daerah
maupun Pemilihan Anggota Legislatif yang akan dilangsungkan pada lahun 2018 hingga tahun 2019
yang akan datang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara:

a. dalam Pasal 9 ayat (2), ditentukan; "Pegawai ASN hams bebas dari pengamh dan inlervensi
semua golongan dan parlai politik.";

b. dalam Pasal 12 ditentukan: " Pegawai ASN berperan sebagai pcrencana, pelaksana, dan
pengawas penyeienggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pclayanan publik yang profcsional, bebas dari intervensi politik,
scrta bersih dari prakiik korupsi, kolusi, dan nepolismc.";

c. dalam Pasal 87 ayai (4) bumfc ditentukan: "PNS diberheniikan tidak dengan honnat karena
mcnjadi anggota dan/atau pengurus partai politik";

d. dalam Pasal 123 ayai (3) ditentukan; "Pegawai ASN dari PNS yang menealonkan diri atau
dicalonkan menjadi Presidcn dan Wakil Prcsidcn; kclua, wakil ketua, dan anggota Dcwan
Perwakilan Rakyal: ketua, wakil kclua, dan anggota Dewan Pcrwakilan Daerah; gubemur dan
wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib mcnyatakan
pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS .sejak mendaftar sebagai calon."

2. berdasarkan Pasal 70 ayat (1) humf bUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tcntang Pcmbahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tcntang Penctapan Peraluran Pcmcrintah
Nomor 1Tahun 2014 tcntang Pemililtan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;



3. bcrdiisarkiin Piisai 11 hLirufc I'craluran !'cnit:rimali Nomor 42 Tahun 2004 tcinang Pcinbinaan
Jiwa Korps dan Kodc link Pegawai Ncgcn Sipil, incnyaiakan bahwa dalatn hal olika tcrhadap diri
sendiri PNS wajib mcnghindari konflik kcpentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka
PNS dilarang inclakukan perbuatan yang mengarah pada kcbcrpihakan salah salu caton atau
pcrbuatan yang mengindikasikan terlibat dalain politik praktis^craflliasi dengan partai politik,
semisai:

a. PNS dilarang melakukan pcndekatan icrhadap partai politik terkait rencana pcngusulan dirinya
maupun orang lain scbagai bakal calon Kcpala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah.

b. PNS dilarang mcmasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya alaupun orang lain
scbagai bakal calon Kcpala Daerah/Wakil Kepala Dacrah.

c. PNS dilarang mendcklarasikan dirinya scbagai bakal calon Kepala Dacrah/Wakil Kepala
Dacrah.

d. PNS dilarang mcnghadiri dcklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Dacran dengan atau tanpa mcnggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai
politik.

e. PNS dilarang mengiinggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau
menycbarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kcpala Daerah, visi misi
bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Dacrah, maupun ketcrkaitan lain dengan bakal

calon/bakal pasangan calon Kcpala Dacrah mclalui media online maupun media sosial.

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Dacrali/Wakil Kepala
Daerah dengan mcngikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk
kcbcrpihakan.

g. PNS dilarang mcnjadi pcmbicara/narasumberpada kcgiatan periemuan partai politik.

4. bcrdasarkan ketcntuan Pasal 255 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pcraturan Pemcrintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil:

a. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pcngurus partai politik.

b. PNS yang mcnjadi anggota dan/atau pcngurus partai politik wajib mengundurkan diri secara
tcrtulis.

c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhcntikan dengan
hormat scbagai PNS terhitung inulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

d. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhcntikan tidak
dengan hormai scbagai PNS.

e. PNS yang menjadi anggota dan/ atau pcngurus partai politik diberhcntikan tidak dengan
hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS
yang bersangkutan mcnjadi anggota dan/ atau pcngurus partai politik.

5. bcrdasarkan Pcraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik :

a. dalani Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) ditentukan, "Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota
daiValau pcngurus partai politik" dan "Pegawai Negeri Sipil yang mcnjadi anggota dan/atau
pcngurus partai politik diberhcntikan scbagai Pegawai Negeri Sipil";

b. dalam pasal 3ayat (I) dilaatttkan, ••Pagawai Ncgcr. Sipii yang akan mcnjadi anggota dan/atau
pcngurus partai politik wajib mengundurkan diri scbagai Pegawai Negeri Sipil"



6. bcrdasarkaa I'asal 12 hurur k L'ndaiig-Undang Ntimor S Tahun 2012 tcntang I'cmililian Uinum

Anggota Dcwan Pcrwakilan Rakyat. Dcwan I'crwakilan Dacrah, dan Dcwan I'ei-wakilan Rakyal
Daerah ditentukan, I'cscrla Pcmilii DPD harus memcnuhi pcrsyaratan mengundurkan diri
scbagai kcpala dacrah, wakil kcpala dacrah, Pegawai Negcri Sipil, anggota Tcntara Nasional
Indonesia, anggota Kcpolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas
dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pcngunduran diri yang tidak dapat ditarikkcmbali;

7. berdasarkan kelentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
scbagaimana telah dilakukan pcngujian dan telah diputuskan berdaarkan Putusan Mahkamah
Konstimsi Nomor 41/PUU-X1II/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang
mcncalonkan diri atau dicaionkan mcnjadi Gubcmur/Wakil Gubcmur, BupatiAVakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tcrlulis scbagai PNS sejak
ditetapkan scbagai calon pescrta Pcmilihan Gubemur/Wakil Gubcmur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikotra/Wakil Walikota." PNS yang tidak mclaksanakan ketenluan tcrsebul dijatuhi sanksi
hukuman disiplin.

8. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

a. dalam Pasal 4 Angka 12 ditentukan, "Setiap PNS dilarang membcrikan dukungan kcpada calon
PrcsidcnyWakil Prcsidcn, Dcwan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah dengan cara:

1) ikut sciia scbagai pclaksana kampanyc;

2) menjadi pescrta kampanyc dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3) scbagai pescrta kampanyc dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

4) scbagai pescrtakampanye denganmenggunakan fasilitas negara";

b. dalam Pasal 4 Angka 14 ditentukan, "Setiap PNS dilarang membcrikan dukungan kcpada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerali/Wakil Kcpala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk scsuai peraturan pcrundang-undangan";

c. dalam Pasal 4 Angka 15 ditentukan, "Setiap PNS dilarang membcrikan dukungan kepada calon
Kepala Dacrah/Wakil Kcpala Daerah, dengan cara:

1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mcndukung calon Kepala Dacrah/Wakil Kcpala
Dacrah;

2) menggunakan fasilitas yang terkail dengan jabatan dalam kegiatan kampanyc;

3) mcmbuat kcputusan dan/atau tindakan yang mcnguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sclama masa kampanye; dan/atau

4) mcngadakan kegiatan yang mcngarah kepada keberpihakan Icrhadap pasangan calon yang
menjadi pescrta pcmilu sebclum, selama, dan sesudah masa kampanye mcliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, scruan, atau pembcrian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".



9. scluibungan dciigan lial torscbut pacia angka 1 s.d. 8 di aias, daiam upaya mcrijaga nclralilas
Pegawai Ncgcn dan |)eiigaiuli panai politik daa uiituk monjamin kcuiulian, kckonipakan, dan
pcrsatuan Pegawai Ncgeri, scrta agar dapat mcmusatkan segala pcrhaiian, pikiran, dan tcnaganya
pada tugas yang dibcbankan kepadanya maka dihimbau kcpada sclumh Pegawai Negcri Sipil di
lingkungan Kenicnterian Riset, Teknologi, dan Pcndidikan Tinggi:

a. untuk tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik yang bcrsifat praktis;

b. yang hcndak turut bcrperan aktif dalam kegiatan politik di tahun 2018 dan setcrusnya baik
sebagai calon Kcpala Dacrali, Prcsidcn/Wakil Prcsiden, maupun Anggota Lcgislalif,
diharapkan untuk scgcra melaporkan diri pada pimpinan unit kerja dan mclakukan
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

c. setiap atasan langsung/pimpinan unit kcrja di lingkungan Kemenristekdikti perlu mclakukan
pemantauan tcrhadap aktivitas politik kepada staf/bawahannya sebclum, selama, dan scsudah
masa kampanyc, scrta mcmastikan bahwa kctcntuan pcraturan perundang-undangan
sebagaimana disampaikan terscbut di atas dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan
Pcndidikan Tinggi

2. Kcpala Badan Kcpegawaian Ncgara;

tanggal, 4 Januari 2018
Icnteri Riset, Teknologi, dan Pcndidikan
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